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Catatan 
Dalam hal ketentuan apa pun yang termasuk dalam kebijakan ini bertentangan dengan hukum, peraturan, dan peraturan lokal dari 

entitas mana pun,hukum, peraturan dan peraturan setempat harus berlaku. 
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Kebijakan Non Diskriminasi untuk Dewan Direksi  

 

Dewan Direksi Indorama Ventures Public Company Limited dengan ini menegaskan bahwa 

akan mematuhi semua kebijakan yang berlaku di perusahaan dan menolak segala bentuk 

diskriminasi dalam pencalonan dan kompensasi direksi dengan cara apa pun, termasuk, namun 

tidak terbatas pada, diskriminasi terhadap jenis kelamin, ras, agama atau bentuk lain yang 

diatur dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa 1. 

Menyadari kebutuhan untuk menunjuk direktur yang memiliki berbagai pengalaman dan 

seseorang yang dapat berkontribusi terhadap pertukaran gagasan dan memberikan arahan 

organisasi, Dewan telah sepakat bahwa dalam menunjuk calon direksi tidak akan berprasangka 

atau melakukan diskriminasi dalam bentuk apa pun, baik positif maupun negatif, dan akan 

menunjuk direksi baru berdasarkan kualifikasi dan pengalaman dan potensinya untuk 

berkontribusi terhadap kesuksesan perusahaan. 

                                                           
1
  Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Manusia menyatakan: 

“ Pasal 2. 
Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam Deklarasi ini, tanpa pembedaan 
apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lainnya, asal 
kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya. Selanjutnya, tidak ada perbedaan yang harus 
dilakukan atas dasar status politik, yurisdiksi atau internasional negara atau wilayah tempat seseorang berada, 
terlepas apakah statusnya independen, tergabung dalam suatu perserikatan / aliansi, bukan pemerintahan 
atau di bawah batasan kedaulatan lainnya.” 
Sumber: http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/  
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